SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalam rangka memotivasi peningkatkan kinerja
dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu
diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (8) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah, Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin
Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Masa Jabatan Tahun 2013-2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kaltim selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang -
undangan yang berlaku;

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjuk tugas,
tanggung jawab, wewenang hak seorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan
jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang melaksanakan tugas pada
salah satu rumpun jabatan yaitu pada rumpun administrasi atau pada
rumpun jabatan teknis atau pada rumpun jabatan operasional atau pada
rumpun jabatan pelayanan.

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada APBD.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan

dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

(2) Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk

memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya serta meningkatkan Lkesejahteraan PNS di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :

a.yang bekerja aktif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur; dan
b. dipekerjakan pada Instansi lain.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS pemangku :

a. Jabatan Struktural; dan
b. Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum.

(3) PNS yang dipekerjakan pada Instansi lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan golongan ruang jabatan fungsional umum.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah.

(2) Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD melalui Belanja Tidak
Langsung masing masing SKPD.

BAB V
‘BESARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

(1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan dan

dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya dengan

memperhatikan kondisi objektif dalam bentuk tingkat kehadiran PNS yang
bersangkutan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006



